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KATA PENGANTAR

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan diperlukan pencairan dana langsung yang
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal oleh kas daerah
melalui Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan tertib administrasi dengan
berpedoman kepada Pcrmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Namun pencairan dana langsung sering mengalami hambatan
dalam prosesnya, hambatan yang sering terjadi disebabkan kelengkapan dokumen
sering terlambat diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko
Medan.
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dan belum sepenuhnya penulis mampu menyajikan suatu permasalahan secara
keseluruhan mengenai hal-hal yang belum terungkapkan dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral
yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannnya tesis ini,
terutama kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas

Medan Area;

UNIVERSITASMEDAN AREA



Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Medan Area;

Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Pembimbing I yang sangat membantu kelancaran
dalam penyusunan Tesis ini.

Bapak Dr. R. Hamdani Harahap, MSi sebagai Pembimbing II yang telah banyak
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses
penyusunan dan penyelesaian tesis ini;

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orangtuaku Alm.H.Drs Lotfy
Azhari dan Hj Nuraini Ritonga, Suamiku Tri Harjo Wibisono SH.M.Hum serta
anak-anakku tercinta Yasmin Aqilah, Muhammad Qaisar, Muhammad Kautsar.
Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti

perkuliahan;

Semoga ilmu, dukungan serta dan motivasi yang diberikan kepada penulis

mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Medan, April 2014
Penulis

LONA AMELIA

UNIVERSI TASMEDAN AREA



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 STUDI TENTANG
PROSES PENCAIRAN DANA LANGSUNG

DI PEMKO MEDAN
Nama : Lona Amelia
NPM : 121801090

Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Dr. R. Hamdani Harahap, MSi

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan diperlukan pencairan dana langsung yang
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal oleh kas daerah
melalui Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan tertib administrasi dengan
berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Namun pencairan dana langsung sering mengalami hambatan
dalam prosesnya, hambatan yang sering terjadi disebabkan kelengkapan dokumen
sering terlambat diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko
Medan.

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan bagaimana
Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Proses Pencairan Dana
Langsung di Pemko Medan, dengan demikian penelitian akan mengarah pada
penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapam makna
dari Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Proses Pencairan Dana
Langsung di Pemko Medan, serta hambatan-hambatan yang muncul didalamnya.

BPKD selaku Badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan di Pemerintahan Kota
Medan sudah mengimplementasikan Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam struktur
organisasi pengelolaan keuangan terkait dengan sistem dan prosedur pengeluaran. Di
dalam pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006, hambatan yang dihadapi dalam
Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan adalah adanya beberapa aturan
yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Keywords : Implementasi Kebijakan, Pencairan Dana Langsung
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam
alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan Negara
yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
Penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut
perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan
keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, perlu dilaksanakan
secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Demayanti,
2012 : 79).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan Negara termasuk didalamnya
pengelolaan keuangan Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. Pelaksanaan Undang-undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara
ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus

dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
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daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Macpal and Mandei,
2013 : 86).

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
selaku pengelola keuangan daerah. Dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolan keuangan daerah
(Kuncoro, 2004).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara terib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan
pelaksanaan yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang

komprehensif dan terpadu yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya
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